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Abstrak 
Hutan adalah sumberdaya alam yang sangat penting dalam kehidupan manusia di seantero bumi. Pemanfaatan 
sumber daya alam telah diatur di dalam UUD RI , sebagaimana termaksud dalam Pasal 33 ayat (3), yang secara 
ekplisif terhadap kekayaan alam yang ada dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada bagian 
lain, ketentuan pada Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 67 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, mengakui 
keberadaan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan dengan menerapkan kearifan lokal. Sehubungan 
dengan hal tersebut, Desa Adat Selat merupakan salah satu desa yang keberadaannya berbatasan langsung dengan 
hutan (hutan lindung). Pada awalnya keadaan hutan masih asli dan utuh, sehingga dapat menjamin kelangsungan 
penyediaan air bersih bagi warga masyarakat Desa Selat. Seiring dengan berjalanya waktu, kondisi hutan di sekitar 
desa berubah karena terjadi eksploitasi hutan yang berlebihan sehingga terjadi kerusakan. Berubahnya kondisi hutan 
juga menurun, terlihat dari berkurangnya debit air yang mengalir. Kekhwatiran akan masa depan hutan tersebut, 
masyarakat mulai bergerak untuk setidaknya berpikir tentang usaha dan upaya diperlukan pengelolaan hutan yang 
mengarah tetap dapat terjaga kelestariannya. Terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.629/Menhut/-
II/2010 Tentang Penetapan Kawasan Sebagai Areal Kerja Hutan Desa, yang menetapkan areal kerja Hutan Desa. 
Untuk memaksimalkan pengelolaan hutan desa, terbentuk adalah BUM Desa “Pandan Harum” Desa Selat. Agar 
tetap terjaganya kelestarian hutan model   pengelolaan hutan desa juga ditopang oleh pranata sosial (lokal jenius), 
melalui dukungan Desa Adat (Pakraman) Selat. Kata  
Kata kunci: Model Pengelolaan, Hutan Desa, dan Desa Adat. 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Analisis Situasi. 
 Hutan adalah sumber daya alam 
yang memiliki peran strategis dalam 
kehidupan manusia. Menigngat hutan 
mempunyai fungsi pokok sebagai 
perlindungan sistem penyangga kehidupan 
untuk mengatur tata air, mencegah erosi, 
mencegar banjir, mencegah ilustrasi air laut 
dan memelihara kesuburan tanah. 
Disamping itu juga dianggap produsen 
oksigen terbesar karena terdapat tanaman-
tanaman/pepohonan besar yang berfoto 
sintesis setiap harinya. 
 Regulasi mengenai kehutanan 
dengan terbitnya UU RI Nomor 41 tahun 
1999, bahkan demikian pentingnya akan 
hutan, pemerintah memandang perlu dengan 
penerbitkannya UU RI Nomor 18 tahun 
2013 Tentang Pencegahan dan Pengrusakan 
Hutan. Lahirnya UU tersebut didasarkan 
pula atas pertimbangan UUD RI Pasal 33 
ayat (3).  Pada ketentuan Pasal 18 B ayat (2) 
mengatur tentang pengakuan atas 
keberadaan “masyarakat hukum adat”, dari 
berbagai kelompok masyarakat yang 
mempunyai susunan asli yang ada dalam 
wilayah Republik Indonesia. 
 Desa Adat (pakraman) Pandan 
Banten Selat, Kecamatan Sukasada di 
Kabupaten Buleleng merupakan wilayahnya 
berbatasan langsung dengan hutan. Hutan 
tersebut berdasarkan Peraturan Menteri 
Kehutanan P.14/Menhut-II/2010 dikatagori-
kan sebagai Hutan Desa. Keberadaan hutan 
lindung tersebut yang berada di wilayah 
administrasi Desa Selat selanjutnya 
ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri 
Kehutnan tentang Penetapan Kawasan 
Sebagai Areal Kerja Hutan Desa seluas lebih 
kurang 3.041 (Tiga Ribu Empat Puluh satu) 
hektar di Kabupaten Buleleng Propinsi Bali, 
sedangkan Desa Selat Seluas lebih kurang 
552 (Lima ratus lima puluh ribu) hektar. 
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Penerbitan SK tersebut memberikan 
motivasi kuat dan semakin bersemangat 
untuk melakukan pengelolaan hutan secara 
lestari. Selanjutnya berdasarkan SK tersebut, 
telah ditindak lanjuti  dengan terbitkan SK 
Gubernur Bali Nomor  : 2017/03-l/HK/2015 
Tentang Pemberian hak Pengelolaan Hutan 
Desa Di Kawasan Hutan Lindung. 
Penetapan sebagai areal kerja Hutan Desa, 
di luar Desa Selat terdapat pula di 6 (enam) 
desa lainya, yaitu ; Desa Wanagiri seluas 
250 hektar, Desa Sudaji seluas 90 hektar, 
Desa Lemukih seluas 988 hektar, Desa 
Galungan seluas 712 hektar, Desa Telaga 
seluas 96 hektar, dan Desa Tejakula seluas 
353 hektar. Yang keseluruhannya atas 
penetapan sebagai Hutan Desa tidak sampai 
merubah status dan fungsi kawasan sebagai 
kawasan lindung.  
Dalam menjaga kelestarian hutan 
desa tersebut, dengan mengingat pula 
keberadaanya disamping sebagai hutan 
lindung, memiliki potensi hasil hutan, yang 
berkaitan dengan keberadaan akan hasil 
hutan bukan kayu. Usaha dan upaya dalam 
mengelolaan kearah optimalisasi terhadap 
keberadaan hutan tetap lebat berdirinya 
pepohonan agar mampu menjaga mata air 
bagi warga,  pembentuknya BUM Desa “ 
Pandan Harum”, sebagai lembaga mandiri 
desa yang diberikan mengelola Hutan Desa, 
bergerak untuk lestarikan hutan tetap terjaga 
melalui program/kegiatan rehabilitasi/ 
reboisasi hutan. Dalam menjaga 
keberlangsungan kegiatan rehabilitasi hutan 
dilakukan kerjasama dengan Yayasan Sehati 
dari Jakarta, dan lainya. Bahkan jauh ke 
depan keberadaan hutan agar mampu 
menjadi destinasi wisata untuk 
dikembangkan menjadi Hutan Raya. 
 Untuk tetap terjaga kelestarian hutan, 
untuk melakukan pengawasan dan 
keamanan hutan desa oleh Desa adat 
(pakraman) Selat. Pengelolan hutan 
desadilaksanakan berbasis adat dengan 
didasarkan konsep menurut adat dan budaya 
kita, yakni konsep Tri Hita Karana. Wujud 
konkritnya , melalui awig –awig desa adat 
telah diatur mengenai kewajiban krama desa 
untuk menjaga kelestarian dan keamanan 
hutan desa. Bahkan secara khusus dibentuk 
tenaga pengaman Pecalang hutan (jaga 
wana). Saat ini baru berjumlah 15 orang,  
Yang berperan aktif melakukan pengamanan 
dan pengawasan menjaga kelestarian hutan. 
Sehubungan dengan hal tersebut, penerapan 
budaya lokal dan pelibatan desa pakraman 
dalam pengelolaan hutan desa menjadi 
kekuatan tersendiri, agar hutan tetap lestari, 
dan masyarakat tetap bisa sejahtera. 
 Terhadap 2 ( dua ) kelompok mitra 
yang terlibat dalam pengelolaan hutan desa, 
yakni ; Badan Usaha Milik Desa, Pandan 
Harum Desa Selat yang berhubungan 
dengan program atau kegiatan 
reboisasi/rehabilitasi/penanaman pohon 
kembali dan juga pengembangan pariwisata. 
Bahkan jauh ke depan, muncul gagasan 
terhadap pengembahan hutan desa menjadi 
hutan raya. Terhadap gagasan tersebut, 
sedang pada bulan April tahun 2016 telah 
dilakukan perencanaan inventarisasi 
terhadap pengembangan wisata alam dan 
juga wisata spiritual. 
 Dewasa ini potensi yang dimiliki  di 
kawasan hutan desa tetap dijaga secara 
berkesinambungan dan berkelanjutan yang 
teap mengutamakan sistem ekologi hutan. 
Adapun potensi kayu dan program serta 
kegiatan yang dilaksanakan dapat 
disampaikan sebagai berikut : 
 
 
 
I.Potensi Kayu. 
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No Program Keterangan 
1.1. Rehabilitasi Kawasan 
Hutan 
Rehabilitasi dilakukan dengan kegiatan 
penanaman kembali lahan-lahan wilayah 
hutan yang masih jarang vegetasinya atau 
kritis 
  1.2. Perlindungan Kawasan 
Hutan 
Perlindungan dan Pengamanan kawasan 
hutan dengan memaksimalkan fungsi 
pecalang jagawana dan peran serta aktif 
masyarakat disekitar kawasan hutan 
1.3. Penataan Tapal Batas 
Kawasan Hutan 
Kegiatan pembuatan tapal batas dan 
membuat batas secara pasti pada kawasan 
hutan, sehingga dapat mempermudah dalam 
pengelolaan hutan. 
    Sumber data : Sejarah dan Program BUM Desa “Pandan Harum” Desa Selat. 
II.Potensi Non Kayu. 
No Program Keterangan 
 2.1 Penataan dan Pengaturan 
Sumber Daya HHNK 
(Hasil Hutan Non Kayu) 
Pendataan segala sumber potensi HHNK 
dan membuat rencana pengelolaan 
(penanaman dan pemanenan) sesuai dengan 
potensi lahan yang masih bisa dioptimalisasi 
dan sumber HHNK yang sudah tersedia. 
 2.2. Pemanenan awal Sumber 
Daya HHNK 
Kegiatan pemanfaatan awal Sumbewr Daya 
HHNK sebagai modal awal pengelolaan 
selanjutnya. 
 2.3. Optimalisasi Potensi 
HHNK 
Program Intentifikasi Sumber HHNK di 
kawasan hutan untuk menambah hasil 
HHNK dengan menafaatkan lahan yang 
tersedia dan cocok untuk pertumbuhan 
pengahasil HHNK. 
 2.4. Pembuatan Industri Hilir Membuat unit-unit usaha yang 
mengembangkan HHNK dari kawasan hutan 
desa menjadi produk jadi. Unit usaha 
tersebut digerakana oleh anggota kelompok. 
    Sumber data : Sejarah dan Program BUM Desa “Pandan Harum” Desa Selat. 
 
Untuk menuju pengembangan pariwisata, 
hutan desa direncanakan dapat menjadi 
pusat pembelajaran keanekaragaman hayati 
berbasis masyarakat yang ditopang dengan 
budaya adat setempat dan kegiatan unit 
produktif masyarakat. 
 Untuk mitra yang ke dua, yakni desa 
adat (desa pakraman). Dalam pengelolaan 
hutan desa, aktivitas warga masyarakat/ 
krama desa adat  melalui kelembagaan Desa 
Pakraman “Pandan Banten” Desa Selat 
dengan kearifan lokal yang ada yang 
mengatur norma-norma kehidupan 
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warganya melalui Awig-awig (hukum adat). 
Sesuai yang termaktub dalam  Sargah VI 
(Bagian ke 6), Pawos 71 (Pasal 71) Indik 
Alas (tentang hutan) telah di nyatakan ; 
1. Kerama Desa kapatut ngelastariang 
alas miwah sadagingnya sane wenten 
ring wewidangan Desa Adat Selat 
Pandan Banten. 
2. Sapa sire ugi kerama desa sane 
memanggihin jadma sane ngerusak 
alas miwah meboros mangda 
ngaturang ring Prajaru Desa Selat 
Pandan Banten. 
3. Indik ngerajegang kasukertan alas 
miwah sadagingnya Prajuru kewantu 
oleh Pamidande sane ngerusak alas 
miwah maboros. 
   Maksudnya : 
1. Warga masyarakat desa 
berkewajiban melestarikan hutan 
dan isinya yang ada 
dilingkungan/wilayah Desa Adat 
Selat Pandan Banten. 
2. Barang siapa warga masyarakat 
yang menemukan orang/warga 
yang merusak hutan dan berburu 
supaya melapor kepada Prajuru 
Desa Adat Selat Pandan Banten. 
3. Berhubungan dengan menjaga 
kelestrian hutan dan seluruh 
isinya, Prajuru dibantu oleh yang 
melakukan pelanggaran merusak 
hutan dan berburu. 
Berdasarkan adanya ketentuan 
tersebut, diharapkan dapat menjadi kekuatan 
dalam pengembangan program /kegiatan 
untuk pelestraian hutan desa. 
1.2. Permasalahan Mitra. 
 Hal yang sangat penting pada model 
pengelolaan hutan desa yang berbasis adat, 
disamping sudah ada pengaturan dalam 
bentuk Awig-awig dalam rangka menjaga 
pelestarian hutan. Terbentuknya pula adanya  
tenaga pengawas terhadap keberadaan 
Awig-awig tersebut, berupa tenaga pecalang 
yang namanya jaga wana. Terdapat pula 
usaha dan upaya kegiatan dalam hal 
antisipasi terjadi penggundulan hutan berupa 
kegiatan rehabilitasi/reboisasi secara 
kosnsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan 
grand tour kelapangan serta wawancara 
dengan Kelian Desa Pakraman dan Ketua 
BUM Desa yang salah satunya merupakan 
integritas kedua mitra ( Lembaga yang 
memberdayakan dalam upaya pelestarian 
dan pengembangan hutan ) cukup baik pada 
asfek lingkungan yang berupa tetap 
terjaganya kelestarian hutan dan juga 
pengembangannya berupa pengelolaan 
sebagai obyek wisata alam. Namun secara 
pengembangan ekonomi masih terdapat 
permasalahan-permasalahan yang 
kedepanya berdampak pada, belum secara 
optimal tersedia penunjang pariwisata dan 
upaya penempatan tujuan wisata ke arah 
sebagau hutan raya. Adapun yang 
merupiakan menjadi permasalahan – 
permasalahan yang dialami mitra yaitu : 
1) Pengaturan yang terkait dengan 
usaha dan upaya pelestarian hutan 
desa yang telah diatur dalam awig-
awig, belum mampu 
mengcover/mengakomodasi 
terhadap munculnya beberapa 
bentuk pelanggaran hutan desa. 
Terutama terhadap warga/krama 
yang telah melakukan penanaman 
beberapa jenis pohon yang telah 
menerobos kawasan hutan desa. 
Oleh karena itu, ketika terdapat 
warga masyarakat (krama desa) 
yang telah menanam beberapa jenis 
pohon produtif sudah memasuki 
kawasan hutan desa, belum ada 
ketentuan yang diatur dalam awig-
awig desa adat bentuk kompensasi 
yang diberikan kepada warga belum 
ada pengaturannya. 
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2) Dalam upaya menjaga dan 
menghindari pengerusakan hutan 
dari pihak-pihak yang tidak 
bertanggung jawab baik yang 
dilakukan oleh warga sekitar hutan 
/krama desa ataupun dari luar 
sekitas hutan /bukan krama desa. 
Keberadaan pecalang yang 
diberikan tugas untuk mengawasi 
atau menjaga keamanan, khususnya 
isi hutan, secara kuantitas dan 
kualitas belum memadai. Oleh 
karena itu, dengan cakupan hutan 
yang sangat luas, yakni seluas 552 
hektar. Namun yang tersedia 
pecalang hutan sebagai jaga wana 
yang baru sekitar 15 orang belumlah 
secara optimal dapat menjaga 
kemungkinan adanya warga/krama 
yang melakukan pengambilan isi 
hutan.  
3) Minimnya sarana dan prasarana 
pendukung yang dimiliki oleh para 
pecalang dalam rangka menjaga 
keamanan hutan. Sarana dan 
prasarana ini termasuk belum 
didukung sarana telekomonikasi dan 
pengetahuan  yang memadai yang 
dapat dipergunakan dalam 
melakukan patroli di dalam kawasan 
hutan oleh para pecalang. Hal ini 
menjadi penting, perlu ada 
penindakan. Kegiatan ini penting 
dalam memberikan  pendidikan atau 
kesadaran kepada setiap 
warga/krama serta memberikan efek 
jera bagi yang melakukan 
pengerusakan terhadap  hutan desa. 
4) Kurangnya dan keterbatasan untuk 
mendapatkan bibit pohon yang 
diperuntukan melakukan 
rehabilitasi/reboisasi terhadap hutan 
desa. Oleh mitra kedua, BUM Desa 
Pandan Harum Desa Selat, 
keterbatasan anggaran menjadi 
permasalahan tersendiri untuk 
pembeayaan persediaan bibit pohon 
dan juga dalam menata hutan desa 
untuk menuju terwujudnya kawasan 
wisata alam. 
Permasalahan-permasalahan tersebut di 
atas, akan terjawab melalui pengabdian 
kepada masyarakat dengan konsep-konsep 
melakukan pemberdayaan kepada para 
Prajuru Adat Desa Pakraman Pandan Banten 
Desa Selat, Kecamatan Sukasada dalam 
perumusan norma atau muatan materi yang 
perlu dalam Awig-awig. Demikian juga 
kegiatan pemberdayaan terhadap pecalang 
dalam upaya menjaga keamanan hutan. 
Kegiatan lain, dalam upaya pengelolaan 
hutan menjadi kawasan wisata diperlukan 
kegiatan kreativitas dan inovasi. 
 
 
 
 
Adapun kegiatan tersebut, dapat disajikan dalam gambar-gambar sebagai berikut: 
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Gambar 1. 
Hutan lindung di Desa Selat sebelum diatur dalam Awig-awig 
Desa Adat Pandan Banten Selat, Kecamatan Sukasada. 
 
 
 
Gambar 2.  
Kondisi hutan lindung sudah berubah menjadi hutan desa, yang pengelolaannya 
 sudah  diatur melalui Awig-awig Desa Adat Pandan Banten 
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Gambar 3.  
Ketua BUM Desa Pandan Harum Desa Selat di dampingi Perbekel Desa Selat  
melakukan pertemuan dalam pembahasan program kerja dan pembahasan  
kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Universitas Warmadewa. 
  
 
 
Gambar 4.  
Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Warmadewa,Denpasar melakukan  
tatap muka dengan Prajuru Desa Adat Pandan Banten dan Pengurus BUM Desa 
 Pandan Harum Desa Selat dalam rangka pembahasan program/kegiatan. 
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Gambar.5. 
Keberadaan Hutan Desa menuju pengembangan pariwisata alam yang dikelola oleh  
BUM Desa Pandan Harum dengan melibatkan pengurus dan Pecalang Jagawana. 
 
 
Gambar 7 
Kegiatan monitoring Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Warmadewa, Denpasar 
dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris dengan didampingi Petugas Dinas Kehutanan Provinsi Bali  
dan Ketua BUM Desa Pandan Harum 
 
1.3. Tinjauan Pustaka. 
A. Model Pengelolaan Hutan. 
 Model pengelolaan hutan yang 
berbasis desa adat, dapat pula di maknai 
sebagai model pengelolaan hutan yang 
berbasis kearifan lokal (hukum adat). 
Keberadaan hutan di Bali tidak dapat 
dilepaskan daru struktur kepercayaan 
masyarakat. Dalam ajaran Agama Hindu, 
sebagaimana dimaktub dalam Ajaran 
Regveda III.5.15 menyatakan “Indrya dyava 
cita aapah Rayim rakssanti jiroja vanani” 
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artinya “Lindungilah sumber-sumber 
kekayaan alam seperti; atmosfir, tanam-
tanaman dan tumbuh-tumbuhan berkhasiat 
obat, sungai-sungai, sumber-sumber air dan 
hutan-hutan belantara. 
 Ajaran Regveda itulah yang 
kemudian diimplementasikan ke dalam 
sistem sosial (masyarakat desa 
adat/pakraman) sebagai norma yang harus 
ditaati oleh warga masyarakatnya. 
B. Pemberdayaan. 
 Pemberdayaan dewasa ini mendapat 
perhatian penting. Hal ini dimaksudkan 
bertujuan dalam rangkain upaya aktif agar 
kondisi dan keberadaan adat istiadat, 
kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan 
lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, 
sehingga hal ini berdampak positif  dalam 
pembangunan nasional dan berguna bagi 
masyarakat bersangkutan dengan tingkat 
kemajuan dan perkembangan jaman. 
 Keberadaan desa adat (desa 
pakraman) di Bali menjadi strategis dalam 
berperan penting dalam mendukung 
pembangunan. Dalam rangka penguatan 
keberadaan desa adat (desa pakraman) telah 
mendapat dukungan oleh Pemerintah dengan 
diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi 
Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa 
Pakraman. Bahkan dari konstitusi kita dalam 
Undang – Undang Dasar Negara 1945, 
khusunya Pasal 18 B ayat (2) menyatakan: 
     “Negara mengakui dan menghormati 
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 
adat beserta hak-hak tradisionalnya 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
yang diatur dalam Undang-Undang ”. 
  
  Berdasarkan ketentuan 
tersebut, desa adat (desa pakraman) beserta 
hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati 
oleh negara, diantaranya membuat awig-
awig, menyelenggarakan pemerintahan 
sendiri, serta menyelesaikan persoalan 
sengketa hukum yang terjadi di wilayahnya. 
 I Made Suasthawa Dhramayuda 
mengemukakan, bahwa pengertian desa adat 
(desa pakraman) adalah : 
         “Kesatuan masyarakat hukum adat 
yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan 
tata krama pergaulan hidup dalam ikatan 
Kahyangan Desa (tempat persembahyangan 
bersama), mempunyai wilayah tertentu, 
mempunyai wilayah tersendiri, mempunyai 
harta kekayaan  sendiri yang berwujud dan 
tidak berwujud, serta mengatur rumah 
tangganya sendiri.(Suastawa Dharmayuda : 
2001;6).  
Sedangkan Wayan Surpha dalam 
konteks struktur desa adat dinyatakan  : 
Desa adat ialah desa yang dilihat dari 
fungsinya di bidang adat (desa yang hidup 
secara tradisional sebagai perwujudan dari 
lembaga adat. (Surpha:2002 ;29). 
Desa Pakraman di Bali adalah 
kesatuan masyarakat hukum adat dengan 
ciri-ciri yang bersifat khusus yang tidak 
dijumpai dalam jenis masyarakat hukum 
adat lainya. Ciri khusus tersebut yang 
berkaitan dengan landasan filosofis Hindu 
yang menjiwai kehidupan masyarakat adat 
di Bali, yang dikenal dengan filosofi Tri 
Hita karana yang secara etimologi berarti 
tiga (tri) penyebab (karana) kebahagian 
(hita) yaitu Ida sang Jagatkrana (Tuhan 
Sang Pencipta), bhuana (alam semesta), dan 
manusa (manusia).(P.Windia:2004;26). 
Untuk menjaga eksistensi desa adat 
/pakraman dalam mengatur/mengendaikan 
perilaku warga masyarakat/krama desa 
dalam pergaulan hidupnya guna mencapai 
ketertiban dan ketentraman dibuatlah awig-
awig. Awig-awig desa pakraman merupakan 
keseluruhan hukum yang mengatur tata cara 
kehidupan bagi warga desa adat beserta 
sanksi dan aturan pelaksananya. 
(Surpha:2002:45) 
Secara terminologi kata wig yang 
artinya rusak. Kemudian mendapat prefik a 
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arinya tidak. Dengan demikian awig artinya 
tidak rusak atau baik. Awig-awig artinya 
sesuatu yang menjadi baik. Konsepsi inilah 
yang dituangkan ke dalam aturan –aturan 
baik secara tertulis maupun tidak tertulis. 
Sehingga menimbulkan suatu pengertian, 
bahwa awig-awig adalah peraturan –
peraturan hidup bersama bagi krama desa di 
desa adatnya, untuk mewujudkan kehidupan 
yang aman, tentram, tertib, dan sejahtera di 
desa adat. Sedangkan arti penting awig-awig 
adalah merpakan pengikat persatuan dan 
kesatuan krama desa guna menjamin 
kekompakan dan keutuhan dalam 
menyatukan tujuan bersama mewujudkan 
kehidupan yang aman, tertib, dan sejahtera 
di wilayah desa adatnya. (Parimartha : 2003 
: 56).  
Dalam melakukan keamanan hutan 
diberdayakan keberadaan pecalang. Secara 
etimologi istilah pecalang berasal dari kata-
kata “Celang” yang artinya amat tajam 
indrianya, baik penglihatan, pendengaran, 
penciuman, perasaan, maupun ketazaman 
pikirannya dalam mengambik keputusan. 
(Mertha:2013:46). 
Kemudian secara formal pecalang, 
pengertinya dirumuskan dalam Perda 
Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang 
Desa Pakraman sebagaimana diubah 
berdasrkan Perda Provinsi Bali Nomor 3 
tahun 2003. Pada Pasal 1 (17) menyatakan 
pecalang adalah satgas (satuan tugas) 
keamanan tradisional masyarakat Bali yang 
mempunyai wewenang untuk menjaga 
keamanan dan ketertiban wilayah, baik 
tingkat banjar pakraman dan atau wilayah 
desa pakraman. 
Keberadaan pecalang berdasrkan 
jenisnya, dikualifikasikan menjadi 2 (dua) 
jenis yaitu : 1) Jenis Pecalang Sekala, dan 2) 
Jenis Pecalang Niskala. (Merta :2013:51). 
Dalam Lontar Punvadigama 
disebutkan beberapa jenis pecalang sekala, 
yakni: 
1. Pecalang Jagabaya desa, 
yaitu pecalang yang bertugas 
untuk menjaga keamaman 
wilayah desa pakraman; 
2. Pecalang Segara (Pecalang 
laut) atau pecalang Mendega 
yang bertugas menjaga 
keamanan dan ketertiban 
wilayah laut; 
3. Pecalang Wana atau 
Jagawana (Ulun kayu) yang 
bertugas menjaga kelestraian 
hutan; 
4. Pecalang Subak atau 
Pangliman Subak (Pangliman 
Toya) yang bertugas menjaga 
keamanan dan ketertiban 
pembagian air di sawah; dan 
5. Pecalang Sawung Tunggur 
yang bertugas menjaga 
kemanan dan ketertiban 
upacara perang sata/Tabuh 
rah (Upacara korban darah 
dan Tajen) / Sabungan ayam. 
 
 
 
 
 
 
 
BAB. II 
TARGET DAN LUARAN 
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2.1. Target Kegiatan Pengabdian Kepada 
Masyarakat. 
 Target dari kegiatan Pengabdian 
Kepada Masyarakat ini yaitu solusi berupa 
konsep yang perlu dilakukan oleh kedua 
mitra kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat terhadap permasalahan-
permasalahan yang dihadapinya. Adapun 
solusi yang ditawarkan dalam memecahkan 
permasalahan yang dihadapinya adalah : 
1) Untuk  efektiftas pelaksanaan Awig-
awig Desa Adat Pandan Banten Desa 
Selat, terhadap ketentuan-ketentuan 
yang berhubungan dengan 
pelestarian hutan, belum secara jelas 
dan terang diatur dalam Awig-awig, 
sebaiknya senantiasa dilakukan 
sosialisasi berkaitan peran atau 
perlunya partisipasi aktif seluruh 
krama desa melalui kegiatan 
nyiarang/nyobyahang melalui forum 
setiap kegiatan pesangkepan atau 
pertemuan lainya. Agar prosesnya 
lebih cepat, dapat ketentuan yang 
lebih jelas diatur terhadap pelestarian 
hutan melalui pararem. 
2) Untuk dapat melakukan pengawasan 
dan keamanan hutan secara lebih  
maksimal, karena cakupan luasan 
sangat luas. Keberadaan tenaga 
pecalang untuk keamanan hutan 
yang hanya baru 15 orang, perlu 
ditambah lagi secara bertahap. 
Perekrutannya dapat dilibatkan 
melalui warga/krama desa dengan 
memberikan kompensasi berupa 
dibebadkan dari kewajiban 
bekerja/gotong royong dan 
pengeluaran materi (luput ayahan 
dan peson-peson). Bahkan untuk 
lebih memberikan motivasi dalam 
melaksanakan tugas, dapat diberikan 
jasa yang diambilkan dari kas desa 
adat berdasarkan kemampuan 
keuangan yang ada dan melalui 
pararem desa.  
3) Keberadaan Pecalang menjadi 
penting, untuk memaksimalkan 
kegiatan dalam menjaga keamanan 
kerusakan terhadap hutan (jaga 
wana). Dengan mengadakan 
peralatan alat komunikasi 
(handytolky/HT) secara bertahap dan 
penyediaan sarana identitas diri 
sebagai pecalang hutan (baju/rompi) 
agar diketahui jelas oleh masyarakat 
dalam memberikan dukungan 
imformasi  berupa pelaporan dari 
warga/krama bilamana terjadi 
adanya upaya pengerusakan hutan 
oleh warga/krama desa. Diupayakan 
pula memberikan pengetahuan dan 
ketrampilan bagi para pecalang 
dalam melaksanakan tugas dan 
patroli. 
4) Untuk mendapatkan suplay bibit 
pohon dalam mendukung kegiatan 
reboisasi/rehabilitasi yang dilakukan 
oleh BUM Desa Pandan Harum Desa 
Selat. Dipandang perlu pada 
diprogramkan pembibitan dengan 
bekerjasama dengan pemerintah baik 
pusat dan daerah serta lembaga 
swadaya masyarakat. Demikian pula 
dalam upaya pengembangan sebagai 
tujuan wisata alam, agar dilakukan 
perencanaan penataan untuk 
mendukung program sebagai hutan 
raya.  
Wujud solusi – solusi tersebut diinduksi 
dalam bentuk konsep perencanaan dan 
kegiatan yang terintegritas antara 
masyarakat setempat. Namun demikian 
dalam upaya pengembangan kegiatan, 
khususnya mitra kedua (BUM Desa) masih 
diperlukan kerjasama yang dapat 
mendukung terhadap kegiatan dan program 
yang direncakan. Pengelolaan hutan desa 
yang dilakukan sejalan dengan visi dan misi 
baik Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam 
konteks pelestarian lingkungan dan Rencana 
Strategis Lemabaga Pengabdian Masyarakat 
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Universitas Warmadewa, Denpasar. Yakni 
Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan 
Energi Guna Menunjang Pengembangan 
Lingkngan Berbasis Kepariwisataan Yang 
Berkelanjutan Menuju Era Global, dimana 
bidang hukum berupa memberdayakan 
kearifan lokal (desa adat/pakraman) dalam 
mendukung pelaksnaan pembangunan di 
Bali, khususnya dalam mendukung 
pelestarian hutan desa. Dengan demikian, 
sangat sesuai bahwa Pengelolaan Hutan 
Desa Adat Dengan Berbasis Desa Adat di 
Desa Selat. Kecamatan Sukasada, 
Kabupaten Buleleng. 
2.2. Luaran Pengabdian Kepada 
Masyarakat. 
Target luaran dari kegiatan 
Pengabdian Kepada Masyarakat ini 
merupakan hasil produk yang penting. 
Sebagai bentuk kelanjutan atas 
kegiatan/program ini, akan diterbitkan 
dalam pertanggungjawaban ilmiah. 
1) Model pengelolaan hutan 
desa berupa konsep gambar. 
Luaran ini akan dijadikan 
pedoman bagi usaha dan 
upaya pelestaian hutan, 
khususnya hutan desa. 
2) Diharapkan dapat diterbitkan 
dan dipblikasikan sebagai 
publikasi ilmiah di Junal 
nasional yang memiliki 
ISSN. Untuk selanjutnya 
sebagai bentuk 
pertanggungjawaban ilmiah 
atas pelaksanaan kegiatan 
penganbdian kepada 
masyarakat yang telah 
dilaksanakan. 
 
 
BAB. III.  
METODA PELAKSANAAN. 
 Dalam pelaksaaan kegiatan 
Pengabdian Kepada Masyarakat yang 
berhubungan dengan Model Pengelolaan 
Hutan Desa dengan pendekatan atau 
berbasis desa adat di Desa Selat, Kecamatan 
Sukasada, Kabupaten Buleleng. Adapun 
metoda pelaksanaan dengan menggunakan 
langkah –langkah kegiatan yang dilakukan 
dalam pelaksanaan solusi sebagai berikut: 
3.1.Langkah –langkah dalam menjalankan 
solusi dari permasalahan mitra, yaitu: 
a. Bidang penyempurnaan terhadap 
Awig-awig Desa Adat Pandan 
Banten Desa Selat, yang selama ini 
ketentuan terhadap pelibatan seluruh 
warga/krama desa dalam berperan 
aktif untuk ikut serta di bidang 
pelestarian hutan, telah di cantumkan 
secara tertulis, sebagaimana  
termaktub dalam  Sargah VI (Bagian 
ke 6), Pawos 71 (Pasal 71) Indik 
Alas (tentang hutan) pada Awig-
awig Desa Adat Pandan Banten. 
Pada ketentuan tersebut  kurang 
lebih dinyatakan: 
1. Warga masyarakat desa 
berkewajiban melestarikan hutan 
dan isinya yang ada 
dilingkungan/wilayah Desa Adat 
Selat Pandan Banten. 
2. Barang siapa warga masyarakat 
yang menemukan orang/warga 
yang merusak hutan dan berburu 
supaya melapor kepada Prajuru 
Desa Adat Selat Pandan Banten. 
3. Berhubungan dengan menjaga 
kelestrian hutan dan seluruh 
isinya, Prajuru dibantu oleh yang 
melakukan pelanggaran merusak 
hutan dan berburu. 
b. Bidang pengamanan terhadap 
kelestarian hutan desa, yaitu 
pecalang yang  dalam hal ini, 
Pecalang Jagawana. Keberadaan 
pecalang ini, yang berjumlah 15 
orang yang berasal dari warga/krama 
desa adat melakukan pengawasan 
terhadap kemungkinan adanya 
kegiatan yang tidak 
41 
 
bertanggungjawab atau berupa 
pencarian kayu pohon untuk 
kepentingan tertentu. Adanya 
perilaku yang demikian tersebut, 
apabila tidak diambil sikap tegas 
akan dapat merusak kelestarain hutan 
yang berimplikasi terhadap 
terjadinya bencana alam. Dengan 
demikian keberadaan Pecalang 
Jagawana yang telah dibentuknya 
diberdayakan untuk kelestraian 
hutan. 
c. Bidang rehabilitasi hutan telah 
dilakukan oleh BUM Desa Pandan 
Harum dengan program dan kegiatan 
penghijauan atau rehabilitasi hutan 
dengan penanaman bibit/pohon kayu 
yang dapat menyangga kerusakan 
tanah. Oleh karena itu, dalam 
memberikan manfaat  hutan terhadap 
penunjang ekonomi masyarakat 
disekitarnya dilakukan perencanaan 
pengembangan wisata alam, berupa 
perencanaan  pembangunan hutan 
raya.Karena di sekitar kawasan 
hutan, masih dapat dikembangkan 
sarana pendukung wisata alam 
lainya. 
3.2.Langkah-langkah yang dilakukan 
Prajuru Desa Adat Pandan Banten 
dengan mitra kerja yang kedua yakni 
Badan Usaha Milik Desa Pandan 
Harum Desa Selat dalam menjaga 
kelestarian hutan desa melalui sinergitas 
antara Desa Adat dengan BUM Desa 
Pandan Harum. Karena kedua lembaga 
tersebut merupakan bagian dari 
wilayahnya, palemahan sebagai unsur 
dari desa adat terhadap landasan Tri 
Hita Karana. BUM Desa sebagai 
lembaga dalam usaha dan upaya 
pengelolaan hutan desa agar tetap 
lestari, namun juga dapat memberikan 
manfaat secara ekonomi bagai 
kehidupan masyarakat disekitarnya. 
Oleh karena itu, program / kegiatan 
rehabilitasi tetap dilanjutkan secara 
berkelanjutan. 
3.3.Metoda pendekatan dalam perumusan 
konsep model pengelolaan hutan desa 
berbasis desa adat yaitu : 
a. Aspek perancangan yaitu melakukan 
analisis permasalahan-permasalahan 
yang dihadapi oleh mitra serta 
merumuskan konsep yang tetap dan 
sesuai dalam rangka pengelolaan 
hutan desa dengan selalu 
mempertimbangkan aspek 
pelestarian hutan. 
b. Aspek sumber daya alam berupa 
hutan yang lestari merupakan paru-
paru bagi keberlangsungan 
kehidupan manusia. Oleh karena itu, 
pendekatan berupa mempertahankan 
keberlangsungan alam menjadi 
sangat penting karena peran pecalang 
jagawana dalam menjaga keamanan 
hutan dan kegiatan rehabilitasi 
terhadap hutan serta pengembangan 
wisata alam sangat sesuai dalam 
upaya tetap terjaganya lingkungan 
agar lestari. 
4.4.Metoda pendekatan untuk warga 
masyarakat/krama desa dalam kegiatan 
pelestarian hutan yaitu merupakan 
keterlibatan langsung sebagai pengelola 
BUM Desa dalam menjaga terjadinya 
kerusakan hutan desa. 
5.4.Prosedur kerja dari metoda yang 
ditawarkan dalam perumusan konsep 
pengelolaan hutan desa, yaitu: 
a. Mengidentifikasikan 
persoalan yang dihadapi 
mitra melalui wawancara dan 
survey ke lapangan. Aspek 
yang di identifikasikan yaitu 
permasalahan-permasalahan 
beripa kualitas maupun 
kapasitas fasilitas-fasilitas 
yang tersedia selama ini yang 
tidak relevan dan perlu 
dilakukan model pengelolaan 
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yang didasarkan terhadap 
ketentuan awig-awig. 
Memgingat 
pertanggungjawabannya 
dapat berupa menjaga 
keseimbangan semula 
(niskala). 
b. Melakukan pendekatan 
dengan mitra pertama selaku 
yang telah mengakomodir 
dalam ketentuan awig-awig 
desa adat tentang upaya 
mendorong tumbuhnya 
kesadaran bagi warga 
masyarakat/ krama desa 
terhadap pelibatan secara 
lebih aktif lagi untuk 
melestarikan hutan desa. 
Dalam rangka lebih 
memantapkan terhadap 
pengaturan dalam awig-awig 
yang lebih menyeluruh dalam 
jangka pendek, konsep yang 
ditawarkan sebaiknya ditaur 
melalui perarem desa. 
Demikian pula dalam lebih 
memberdayakan pecalang 
jagawana dalam pengamanan 
dan pengawasan hutan, 
dipandang perlu diberikan 
pemahaman dalam 
penanganan terhadap adanya 
warga masyarakat/krama 
desa yang melakukan 
pengrusakan hutan 
c. Melakukan pendekatan 
dengan mitra ke – II dengan 
menawarkan konsep 
pengelolaan hutan desa 
dalam rangka kegiatan 
pariwisata alam agar 
senantiasa memperhatikan 
kelestraian lingkungan hutan, 
kalaupun dilakukan 
pengembangan wisata agar 
tetap mempriorotaskan 
terhadap kegiatan dan 
program rehabilitasi/reboisasi 
hutan, melalui penanaman 
pohon/kayu yang dapat 
mendukung kelestraian hutan 
secara berkelanjutan. 
5.5.Rencana kegiatan dari langkah-langkah 
solusi diatas, yang terkait dengan model 
pengelolaan hutan desa yang berbasis 
desa adat, yaitu : (a) pembentukan 
panitya yang diambil oleh prajuru desa 
adat dalam rangka penyempurnaan 
awig-awig, dengan terlebih dahulu 
melalui kegiatan pararem desa, (b) 
memberikan pengetahuan terhadap para 
pecalang jagawana terhadap 
penanganan keamanan hutan desa, dan 
meningkatkan jumlah pecalang guna 
dapat menjangkau pengawasan terhadap 
hutan desa, (c)  melakukan advokasi 
terhadap BUM Desa dalam upaya 
kerjasama dengan pihak ke –tiga untuk 
mendapatkan akses bibit dalam 
mendukung kegiatan rehabilitasi dan 
rencana pengembangan pariwisata alam. 
5.6.Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan 
Pengabdian Kepada Masyarakat 
meliputi: (a) evaluasi terhadap kesiapan 
prajuru desa adat dalam rangka 
penyempurnaan awig-awig desa adat, 
terkait pengaturan lebih komprehensif 
terhadap pelestarian hutan desa, (b) 
evalusi terhadap kinerja pecalang 
jagawana dalam rangka pengamanan 
hutan desa selama ini. Langkah 
selanjutnya dilakukan evaluasi setelah 
program pengabdian kepada masyarakat 
ini dilakukan. 
 
BAB.IV. 
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 
 Bab ini merupakan hasil identifikasi 
secara fisik maupun non fisik pada potensi 
dan kendala yang terdapat pada Hutan Desa 
di Desa Selat, Kecamatan Sukasada dan 
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pemecahan dalam bentuk konsep model 
pengelolaan yang berbasis desa adat. 
4.1.Konsep Penyempurnaan Awig-awig. 
 Konsep model pengelolaan terhadap 
hutan desa yang didasarkan berbasis awig-
awig. Merupakan keseluruhan aturan hukum 
yang secara tertulis yang mengatur tata cara 
kehidupan bagi warga /krama desa adat 
beserta sanksi dan aturan pelaksanaannya. 
Didalamya juga berisi pengaturan terhadap 
tata krama pergaulan hidup dalam 
masyarakat adat/ krama desa untuk 
mewujudkan tata kehidupan yang ajeg di 
masyarakat. Dalam kaitan ini, sebagaimana 
diatur dalam Awig-awig Desa Pakraman 
dalam  Sargah VI (Bagian ke 6), Pawos 71 
(Pasal 71) Indik Alas (tentang hutan) telah 
di nyatakan ; 
1. Kerama Desa kapatut ngelastariang 
alas miwah sadagingnya sane wenten 
ring wewidangan Desa Adat Selat 
Pandan Banten. 
2. Sapa sire ugi kerama desa sane 
memanggihin jadma sane ngerusak 
alas miwah meboros mangda 
ngaturang ring Prajaru Desa Selat 
Pandan Banten. 
3. Indik ngerajegang kasukertan alas 
miwah sadagingnya Prajuru kewantu 
oleh Pamidande sane ngerusak alas 
miwah maboros. 
   Artinya: 
1. Warga masyarakat desa 
berkewajiban melestarikan hutan 
dan isinya yang ada diling 
kungan/wilayah Desa Adat Selat 
Pandan Banten. 
2. Barang siapa warga masyarakat 
yang menemukan orang/warga 
yang merusak hutan dan berburu 
supaya melapor kepada Prajuru 
Desa Adat Selat Pandan Banten. 
3. Berhubungan dengan menjaga 
kelestrian hutan dan seluruh 
isinya, Prajuru dibantu oleh yang 
melakukan pelanggaran 
4. merusak hutan dan berburu 
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, 
secara realitas di lapangan nampaknya 
belum dapat mengatur terhadap warga 
masyarakat/ krama desa yang berada 
diperbatasan hutan telah melakukan 
penanaman pohon yang produktif. Konsep 
yang dapat dilakukan dalam menjawab 
kondisi tersebut diatas, perlu ada pengaturan 
dalam pemberian ganti kerugian atas 
tanaman pohon yang sudah dipelihara oleh 
warga masyarakat/krama desa setempat. 
Untuk dapat terlaksana dengan cepat, tanpa 
perlu menunggu pengaturan dalam Awig-
awig adalah melalui pararem. Hasil pararem 
memiliki daya ikat kuat rangka 
penerapannya, kendatipun belum ada norma 
yang diatur dalam awig-awig. Kesepakatan 
yang dibuat tersebut dilakukan melalui 
forum tertinggi yakni perarem desa 
pakraman. Dengan demikian akan mampu 
menjawab terhadap efektivitasan dari 
maksud dan tujuan perlunya desa adat 
(pakraman) dalam melestarikan hutan. 
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Gambar. 9 
Awig-awig Desa Pakraman Pandan Banten Desa Selat  
yang mengatur  Pelestarian hutan desa di Desa Selat, Sukasada. 
 
4.2. Pemberdayaan Pecalang Jagawana. 
        Keberadaan hutan di Bali tidak bisa 
dilepaskan dari struktur kepercayaan 
masyarakatnya, dengan demikian 
kepercayaan tersebut memegang peranan/ 
kunci dalam memelihara dan melestarikan 
kawasan hutan yang ada. Dalam ajaran 
Regveda III. 5.15 telah mengimple-
mentasikan dalam sistem sosial mereka 
berupa awig-awig atau peparem sebagai 
suatu norma yang harus ditaati oleh 
warganya. Berpijak dari konsep tersebut, 
berbagai pantangan atau larangan 
dikembangkan dan dijadikan dasar dalam 
mengatur hubungan manusia dengan 
lingkunganya. Perlakuan masyarakat adat di 
Bali terhadap  hutan tidak hanya bertujuan 
memelihara fungsi ritualnya, melainkan juga 
bertujuan memelihara fungsi ekologisnya. 
Untuk mewujudkan hutan agar tetap lestari 
peranan pecalang menjadi penting. Untuk itu 
keberadaan pecalang perlu diberdayakan 
lagi dalam optimalisai terhadap keamanan 
hutan. Hal ini sangat mendukung upaya 
pelestarian hutan di kawasan Desa Selat.
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Gambar. 10 
Ketua Pecalang Jagawana Desa Adat Pandan Banten selalu hadir dalam setiap 
pembahasan program/kegiatan terkait pengelolaan hutan desa 
 
4.3.Konsep Rehabilitasi. 
Konsep ini berupa rehabilitasi hutan 
telah dilakukan oleh BUM Desa Pandan 
Harum dengan program dan kegiatan 
penghijauan atau rehabilitasi hutan dengan 
penanaman bibit/pohon kayu yang dapat 
menyangga kelestraian hutan. Oleh karena 
itu, setelah terbentuknya BUM Desa Pandan 
Harum  2011 yang awalnya merasakan 
perubahan atau pengurangan fungsi hutan, 
komitmen bergerak dalam membangun 
hutan dan melestarikannya sebagai bagian 
dari fungsi ekologis, dan juga bermanfaat 
untuk kesejahteraan masyarakat Desa Selat. 
Sehingga didalam aktifitas kegiatannya 
program/kegiatannya yang berhubungan 
dengan mendukung kelatrian hutan 
4.4.Luaran Yang Ditargetkan. 
        Adapun luaran yang ditarget dalam 
model pengelolaan hutan desa yang berbasis 
desa adat adalah; 
a. Konsep yang terkait dengan norma 
sebagai materi muatan yang 
dihasilkan dalam pararem desa adat 
dalam lebih mendukung terhadap 
keberadaan Desa Pakraman Pandan 
Banten dalam pelestarian hutan desa. 
b. Menghasilkan sebuah draf artikel 
yang akan diterbitkan dalam jurnal 
nasional ber-ISSN , yang draf 
dimaksud menjadi bagain dari 
laporan ini. 
c.  
 
Gambar.11 
Gambar penataan pengembangan hutan desa untuk pariwisata alam 
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Gambar .12 
Pengembangan tempat wisata alam oleh BUM Desa Pandan Harum 
 
 
 
 
 
BAB. V.  
KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI. 
         Kualifikasi tim pelaksanaan 
Pengabdian Kepada Masyarakat terhadap 
Model Pengelolaan Hutan Desa Berbasis 
Awig-awig Desa Adat Selat, struktur 
organisasi tim dalam perguruan tinggi. 
Hubungannya antara unit pendukung dengan 
Lembaga (LPPM) merupakan unsur-unsur 
penting yang akan mendukung kelancaran 
dan keberhasilan kegiatan pengabdian pada 
masyarakat ini. 
5.1.Kualifikasi Tim Pelaksana, Relevansi 
Skill Tim, Sinergi Tim dan 
Pengalaman. 
 Tim pelaksanaan Pengabdian 
Kepada Masyarakat terhadap Model 
Pengelolaan Hutan Desa Berbasis Awig-
awig Desa Adat Selat terdiri dari seorang 
ketua dan 2 (dua) orang anggota. Secara 
rinci tim dan kualifikasinya terkait kegiatan 
ini, tersaji pada tabel dibawah ini : 
No. N A M A URAIAN  KEGIATAN 
1 Dr. I Wayan Rideng, SH,.MH Sebagai dosen tetap pada Fakultas hukum 
Universitas Warwadewa dan mengasuh pula pada 
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum 
Univ. Warmadewa. Secara struktur belum 
menjadi pejabat karena baru pindah homebase 
dari Universitas Panjisakti yang jabatan terakhir 
adalah Wakil Rektor dan pernah menjabat 
47 
 
No. N A M A URAIAN  KEGIATAN 
menjadi Wakil dekan. Mata kuliah yang diampu 
sangat relevan dengan pelaksanaan pengabdian 
masyarakat yaitu pada S1 adalah mata kuliah 
delik adat saat ini, namun sebelumnya pengasuh 
mata kuliah hukum adat Bali dan tindak pidana 
diluar kodifikasi. Pada pascasarjana mengasuh 
mata kuliah hukum dan perubahan sosial dan juga 
filsafat hukum. 
2 Dr.Drs Wayan Wesna Astara, 
SH,M Hum, MH.  
Dosen yang mengajar pada Pasca Sarjana MIH 
Universitas Warmadewa.Dalam jabatan struktur 
saat ini sedang menjabat sebagai ketua Lembaga 
Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 
Warmadewa. Pengampu mata kuliah Hukum dan 
Budaya. Kegiatan pengabdiannya sering 
mengkordinasikan kegiatan KKN pada mahasiswa 
sebagai bagian program/kegiatan lembaga. 
3 Dr. Simon Nahak, SH,.MH. Sebagai dosen tetap pada FH Universitas 
Warmadewa. Pada saat ini menjabat pada jabatan 
struktural sebagai ketua Prodi MIH pada FH 
Universitas Warmadewa, Denpasar. 
 
5.2. Struktur dalam Organisasi Tim dan Posisi dalam Kegiatan. 
No. NAMA/NIDN INSTASI BIDANG ILMU/TUGAS 
1 Dr. I Wayan Rideng,SH.MH FH Unwar Hukum Pidana Adat/Ketua 
bertanggungjawab terhadap 
keseluruhan kegiatan 
pengabdian mulai dari desaian 
perencanaan sampai pada 
tingkat penyelesaian pelaporan 
kegiatan. 
2 Dr.Drs Wayan Wesna 
Astara, SH,M Hum, MH. 
FH Unwar. Anggota 1/ Membantu ketua 
dalam pelaksanaan kegiatan 
yang terkait dengan analisis 
dari sisi penguatan lokal genius 
atau asfek budaya yang ada di 
desa adat. Karena secara 
keseluruhan keberadaan 
budaya menjadi daya dukung 
dalam pengembangan 
pariwisata. Maka diperlukan 
ikon yang menjadi ciri kkas 
keberadaan Desa Adat terutma 
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No. NAMA/NIDN INSTASI BIDANG ILMU/TUGAS 
ketentuan dalam awig-
awignya. 
3 Dr. Simon Nahak, SH,.MH. FH. Unwar Anggota 2/ Dengan pakar 
bidang keahlian hukum pidana, 
maka akan membantu dari 
asfek perumusan norma-yang 
diatur dalam awig-awig, 
terutama yang berhubungan 
dengan pengaturan sanksi. 
 
5.3. Fasilitas dan Sumber Daya Instansi. 
       Dalam mendukung kegiatan 
Pengabdian Kepada Masyarakat ini, dalam 
upaya menuju ketempat objek kegiatan 
telah memiliki kendaraan operasinal yang 
dimanfaatakan dalam kegiatan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi, dalam hubungan ini 
adalah berhubungah dengan dharma ke 
tiga yakni Pengabdian kepada Masyarakat. 
Dengan demikian terhadap kegiatan 
pendampingan yang menjadi bagian dari 
kegiatan ini tidak akan terlalu sulit untuk 
menuju dari lembaga ke tempat 
pelaksanaan kegiatan. 
        Demikian juga sumber daya instansi 
dalam mendukung kegiatan ini, tersedian 
ruangan yang sangat refrentatif dan layak 
dalam melakukan pembahasan-
pembahasan yang bersifat panel. Tersedia 
auditorium yang memadai dengan 
perangkatnya  pendukungnya dalam 
presentasi dari proposal dan hasil dari 
kegiatan. 
5.4. Sumber Daya Alat dan Sarana 
Pendukung yang dapat digunakan. 
  Sumber daya alat dan sarana 
pendukung lainya adalah sangat memadai 
dalam memperlancar pelaksanaan kegiatan 
ini. Alat pendukung tersebut, meliputi : 
layanan internet, kamputer, sarana 
faksimil, meja dan kursi pertemuan, LCD 
yang secara kesemuannya disesuaikan 
dengan kebutuhan dan ketersedian 
peralatan yang ada. 
 
BAB. VI. 
P E N U T U P 
 
6.1.Simpulan. 
 Berdasarkan paparan sebagaimana 
telah disamapaikan pada bab seebalumnya, 
maka dapat ditarik simpulan, yaitu: 
a. Konsep penyempurnaan terhadap 
Awig-awig Desa Pakraman Pandan 
Banten Selat menjadi sangat penting 
untuk dilakukan penyesuaian sejalan 
dengan perkembangan keberadaan 
warga masyarakat/krama desa di 
sekitar kawasan hutan desa. Sebagai 
antisipasi awal terhadap semakin 
merebaknya adanya pengerusakan 
terhadap hutan oleh warga 
masyarakat/krama desa diperlukan 
pengaturan semakin tegas dengan 
cakupan pengaturan lebih luas 
melalui pararem. 
b. Konsep pemberdayaan ini dilakukan 
terhadap keberadaan pecalang 
jagawana dalam menjaga keamanan 
dan pelestraian hutan desa. 
Mengingat tantangan terhadap 
perilaku warga masyarakat/krama 
desa akan semakin banyak. 
Dipandang perlu untuk penambahan 
(kuantitas) tenaga pecalang 
jagawana, agar mampu mengcover 
cakupan luas hutan. Termasuk 
peningkatan sarana dan prasarana 
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pendukung dalam rangka 
pengamanan hutan. 
c. Konsep Rehabilitasi ini dilakukan 
dalam upaya tetap terjaganya 
kelestarian hutan. Sehingga 
program/kegiatan yang dilaksanakan 
BUM Desa Pandan Harum 
melakukan rehabilitasi hutan dengan 
penanaman pohon secara 
berkelanjutan. 
 
6.2. Saran. 
a. Hasil pengabdian ini, berupa model 
pengelolaan hutan desa yang 
berbasis desa adat dapat menjadi 
bahan pertimbangan dalam 
melakukan pengelolaan terhadap 
desa-desa yang berbatasan atau 
berada dikawasan hutan. Dalam 
upaya pengembangnnya selalu 
memperhatikan dengan menitik 
beratkan pada pembangunan yang 
berwaawasan lingkungan dan 
kelestaruan hutan. 
b. Keterlibatan masyarakat dalam 
pengelolaan hutan desa menjadi 
penting. Manajeman dan tata kelola 
dilakukan oleh lembaga 
/pranata/organisasi masyarakat yang 
bersangkutan. Agar tetap 
mempertahankan kelestarian hutan 
dan mendapat manfaat bagi 
masyarakat yang berada dikawasan 
hutan. Sehingga hutan tetap lestari 
dan masyarakat dapat hidup 
sejahtera. 
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